GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWES! SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEXOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

: 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa! 8 ayat [14)

Peraturan Daerah Provinsl Sulawes! Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maka dalam rangka pelaksansan tugas telmis operasional dan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Qubernur Sulawesi Sclatan tentang Organisasi Dan
Tata Kerje Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomoe 6, Tambahan Lembaran Negara Republik [Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tehun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
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{2) Uraian tugas schagnimana dimoksud pada ayat (1), meliput:

;mmwwmmmmm
pelalcsanaan tAEHs,

b. meodistsibusikan dan memberi peturjuk pelakeanaan tugns;

ammuwmmpm
lingkungan Subbagian Tata Ussha untuk mengetabui perkembangsn
pelakaxnsan (LGRS,

amwwmﬂiw“w
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasaya;

{ melskukan koordinesi pelaksenasn lkegintan dalam lngkungan UPT

Pasal 6

mmwmwmmawmmo

E

adaloh jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarian
perundang-undangan.

h

peraturan
wmwnmmm
jebutuhan dan formesd, serta sesual ketentuan peraturan
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